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Abstract: This article analyzes the effectiveness of coordination between members of the
Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) from Bengkulu
Province and the Bengkulu Provincial Government in advocating community aspirations for
regional development. The study is based on the unclear working mechanism between DPD
RI as a regional representative institution at the national level and the provincial
government as the administrator of regional autonomy. From a socio-anthropological
perspective, regional aspirations are understood not merely as administrative proposals,
but also as expressions of local interests, experiences of development inequality, and
demands for recognition within central-local relations. This study uses a descriptive
qualitative approach through in-depth interviews, observation, and document analysis. The
informants include a DPD RI member from Bengkulu Province, the Head of the DPD RI
Representative Office in Bengkulu, the Regional Secretary of Bengkulu Province, and
community figures. The analysis focuses on three coordination mechanisms: mutual
adjustment, direct supervision, and the standardization of procedures, outputs, and skills.
The findings show that coordination has taken place through formal and informal
communication, particularly in the aspiration-gathering stage. However, coordination
remains ineffective in the stage of advocating these aspirations to the central government
because there is no standard operating procedure governing joint work mechanisms. This
article emphasizes the need to institutionalize coordination so that regional aspirations do
not stop at the collection stage but are systematically advocated through national policy
processes.

Keywords: Regional Aspirations, DPD RI, Regional Government, Coordination; Bengkulu
Development

Abstrak: Artikel ini menganalisis efektivitas koordinasi antara Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pembangunan
daerah. Kajian ini berangkat dari belum jelasnya mekanisme hubungan kerja antara DPD RI
sebagai representasi daerah di tingkat nasional dan pemerintah daerah sebagai
penyelenggara otonomi daerah. Dalam perspektif sosial-antropologis, aspirasi daerah tidak
hanya dipahami sebagai daftar usulan administratif, tetapi juga sebagai ekspresi
kepentingan lokal, pengalaman ketimpangan pembangunan, dan kebutuhan pengakuan
dalam relasi pusat-daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Informan penelitian
meliputi Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu, Kepala Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi
Bengkulu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan tokoh masyarakat. Analisis difokuskan
pada tiga mekanisme koordinasi, yaitu saling mengingatkan, supervisi langsung, dan
standardisasi prosedur, hasil, serta keterampilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
koordinasi telah berlangsung melalui komunikasi formal dan informal, terutama dalam
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penjaringan aspirasi. Namun, koordinasi belum efektif pada tahap pengawalan aspirasi ke
pemerintah pusat karena belum tersedia SOP yang mengatur pola kerja bersama. Artikel ini
menegaskan pentingnya pelembagaan koordinasi agar aspirasi daerah tidak berhenti pada
penjaringan, tetapi terkawal hingga proses kebijakan nasional.

Kata Kunci: Aspirasi Daerah, DPD RI, Pemerintah Daerah, Koordinasi, Pembangunan
Bengkulu

A. Pendahuluan

Reformasi politik Indonesia pasca-1998 tidak hanya mengubah konfigurasi
kekuasaan nasional, tetapi juga membuka kembali perdebatan tentang hubungan
pusat dan daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah dipandang sebagai koreksi
terhadap praktik pemerintahan yang terlalu sentralistik pada masa sebelumnya.
Perubahan tersebut melahirkan harapan bahwa daerah tidak lagi ditempatkan
semata-mata sebagai objek kebijakan pusat, melainkan sebagai aktor yang memiliki
ruang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan. Namun, berbagai kajian
menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia tidak otomatis menghasilkan tata
kelola yang lebih responsif. Desentralisasi justru sering menghadirkan persoalan
baru, seperti kesenjangan kapasitas antardaerah, ketidaksinkronan kewenangan,
serta lemahnya koordinasi antartingkat pemerintahan (Smoke & Lewis, 1996;
Brodjonegoro & Asanuma, 2000; Hadiz, 2004; Fitrani et al., 2005).

Dalam konteks tersebut, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPD RI) merupakan bagian dari upaya memperkuat representasi
wilayah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Gagasan dasar pembentukan DPD
RI adalah mengakomodasi aspirasi daerah dan memberi ruang yang lebih besar bagi
daerah dalam arena politik nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan kepentingan daerah (Bakar, 2010). Secara normatif, DPD RI juga
dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia, meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi daerah, serta mendorong
pembangunan daerah secara serasi dan seimbang (Sekretariat Jenderal MPR, 2004).
Namun, kajian tentang DPD RI menunjukkan bahwa lembaga ini menghadapi
keterbatasan kewenangan, terutama karena posisinya dalam sistem bikameral
Indonesia tidak setara dengan DPR RI dalam fungsi legislasi dan anggaran

(Pirmansyah, 2014; Tukan & ALW, 2018; Faiz et al., 2023).
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Keterbatasan kewenangan tersebut membuat efektivitas DPD RI dalam
memperjuangkan aspirasi daerah sangat bergantung pada kualitas koordinasi
dengan pemerintah daerah dan aktor-aktor kebijakan di tingkat pusat. Dalam sistem
desentralisasi, pemerintah daerah memiliki data, dokumen perencanaan, dan
legitimasi administratif atas kebutuhan pembangunan daerah. Sebaliknya, DPD RI
memiliki mandat representasi wilayah dan akses politik untuk membawa isu daerah
ke forum nasional. Hubungan keduanya karena itu tidak dapat dipahami sebagai
hubungan hierarkis, tetapi sebagai hubungan fungsional yang menuntut
komunikasi, penyelarasan agenda, dan pembagian peran yang jelas. Dalam
kerangka koordinasi, hubungan antarpihak yang sederajat menuntut proses saling
memberi informasi, mengatur, dan menyepakati hal tertentu (Ndraha, 2003),
sedangkan koordinasi dalam organisasi berfungsi mengintegrasikan tujuan dan
kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah agar tujuan bersama dapat dicapai
secara efisien (Handoko, 1995). Kajian mengenai hubungan antarpemerintah di
Indonesia menegaskan bahwa peningkatan tanggung jawab daerah tidak selalu
berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan lokal apabila perencanaan dan
prioritas anggaran tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan publik (Mahi,
2010).

Persoalan koordinasi menjadi semakin penting dalam proses perencanaan
pembangunan daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
secara formal menyediakan ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan
untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan secara partisipatif. Akan tetapi,
kajian tentang Musrenbang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam
perencanaan tidak selalu menjamin aspirasi lokal dapat diterjemahkan menjadi
kebijakan yang efektif. Kualitas partisipasi sangat dipengaruhi oleh desain
kelembagaan, kapasitas aktor, akses informasi, serta kesinambungan pengawalan
hasil perencanaan (Akbar et al.,, 2020; Annahar et al., 2023). Karena itu, aspirasi
masyarakat tidak cukup hanya dicatat dalam forum perencanaan, tetapi harus
dikawal melalui koordinasi antarlembaga agar dapat masuk ke agenda kebijakan
yang lebih tinggi.

Dalam perspektif sosial-antropologis, aspirasi pembangunan daerah tidak

dapat dipahami semata-mata sebagai daftar usulan administratif. Aspirasi tersebut
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juga merepresentasikan pengalaman lokal masyarakat dalam menghadapi
keterbatasan akses, ketimpangan infrastruktur, mobilitas ekonomi yang terbatas,
dan kebutuhan pengakuan dalam relasi pusat-daerah. Infrastruktur seperti
bandara, pelabuhan, jalan, dan jalur kereta api bukan hanya proyek fisik, tetapi juga
simbol keterhubungan sosial-ekonomi dan posisi daerah dalam konfigurasi
pembangunan nasional. Dengan demikian, lemahnya koordinasi dalam pengawalan
aspirasi daerah dapat berdampak pada melemahnya daya representasi suara lokal
dalam proses kebijakan nasional.

Kondisi tersebut terlihat dalam konteks Provinsi Bengkulu. Melalui proses
Musrenbang, masyarakat Bengkulu memiliki sejumlah prioritas pembangunan,
antara lain pembangunan Bandara Fatmawati, Pelabuhan Pulau Baai, pelebaran
jalan, dan jalur kereta api Muara Enim-Pulau Baai. Namun, tidak semua aspirasi
tersebut terakomodasi dalam kebijakan strategis nasional. Dalam Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis
nasional, pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu yang tercantum adalah
Bandara Fatmawati dan jalur kereta api Muara Enim-Pulau Baai, sementara
pembangunan Pelabuhan Pulau Baai dan pelebaran jalan tidak terakomodasi.
Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam pengawalan aspirasi daerah,
khususnya mengenai bagaimana aspirasi masyarakat diterjemahkan,
dikoordinasikan, dan diperjuangkan oleh Anggota DPD RI bersama Pemerintah
Daerah Provinsi Bengkulu.

Kajian mengenai DPD RI selama ini cenderung menyoroti kedudukan
konstitusional, sistem bikameral, dan keterbatasan kewenangannya dalam relasi
dengan DPR RI. Sementara itu, kajian tentang desentralisasi dan perencanaan
pembangunan lebih banyak membahas hubungan pusat-daerah, otonomi daerah,
partisipasi masyarakat, dan Musrenbang. Belum banyak kajian yang secara spesifik
menghubungkan keterbatasan kewenangan DPD RI dengan kebutuhan koordinasi
bersama pemerintah daerah dalam pengawalan aspirasi pembangunan. Padahal,
relasi tersebut penting karena DPD RI tidak dapat bekerja efektif hanya dengan
mandat representasi, sedangkan pemerintah daerah juga memerlukan dukungan

politik di tingkat nasional agar aspirasi daerah memiliki daya tawar yang lebih kuat.
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Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis efektivitas koordinasi
antara Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk peningkatan
pembangunan daerah. Analisis difokuskan pada tiga mekanisme koordinasi, yaitu
saling mengingatkan, supervisi langsung, dan standardisasi prosedur, hasil, serta
keterampilan. Melalui fokus tersebut, artikel ini tidak hanya menempatkan
koordinasi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai proses representasi

dan penerjemahan kepentingan lokal ke dalam agenda kebijakan nasional.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk
memahami efektivitas koordinasi antara Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu dan
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam memperjuangkan aspirasi
masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada proses, pola
hubungan kelembagaan, pengalaman aktor, dan mekanisme pengawalan aspirasi
pembangunan, bukan pada pengukuran kuantitatif. Pendekatan kualitatif
memungkinkan peneliti menelusuri makna, pengalaman, dan proses sosial dalam
konteks alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci dan data yang diperoleh
melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi (Creswell, 2015; Sugiyono, 2013).
Lokasi penelitian mencakup Kantor DPD RI di Senayan Jakarta dan Provinsi
Bengkulu. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak yang
terlibat langsung dalam proses koordinasi, sedangkan data sekunder diperoleh
melalui telaah dokumen kelembagaan, regulasi, arsip, dan dokumen pendukung lain
yang relevan dengan DPD RI, pemerintah daerah, Musrenbang, dan pembangunan
daerah.

Informan penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan pengetahuan,
posisi kelembagaan, dan keterlibatan mereka dalam koordinasi antara DPD RI dan
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Informan kunci berjumlah lima orang, yaitu
satu Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu, satu Kepala Kantor Perwakilan DPD RI
Provinsi Bengkulu, satu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan dua tokoh

masyarakat Provinsi Bengkulu. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada
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pertimbangan bahwa Anggota DPD RI memiliki mandat representasi dan
pengalaman memperjuangkan aspirasi daerah; Kepala Kantor Perwakilan DPD RI
memahami dukungan teknis-administratif koordinasi; Sekretaris Daerah mewakili
posisi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan; sedangkan tokoh masyarakat merepresentasikan pihak yang
menyampaikan aspirasi dalam proses koordinasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan
pengumpulan data mentah, transkripsi hasil wawancara, pencatatan lapangan,
pengelompokan data berdasarkan fokus penelitian, pembandingan antarsumber,
interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Fokus analisis diarahkan pada tiga
mekanisme koordinasi yang digunakan dalam penelitian, yaitu saling
mengingatkan, supervisi langsung, dan standardisasi prosedur, hasil, serta
keterampilan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik
dengan membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumen, sehingga
temuan tidak hanya bergantung pada satu jenis data. Dengan cara ini, analisis
diarahkan untuk menghasilkan gambaran yang utuh mengenai sejauh mana
koordinasi DPD RI dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu berjalan efektif dalam

menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam agenda pembangunan daerah.

C. Hasil dan Pembahasan
1. Hasil
Koordinasi melalui mekanisme saling mengingatkan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme saling mengingatkan telah
berlangsung dalam hubungan antara Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu dan
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Koordinasi dilakukan melalui jalur formal
dan informal. Secara formal, koordinasi berlangsung melalui surat-menyurat,
kegiatan kunjungan kerja, reses, dan keikutsertaan dalam forum perencanaan
pembangunan. Secara informal, koordinasi dilakukan melalui pertemuan tidak
resmi dan penggunaan media komunikasi yang tersedia. Pola ini menunjukkan
bahwa koordinasi tidak hanya berlangsung dalam ruang birokratis, tetapi juga

melalui relasi personal dan komunikasi antarlembaga.
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Dalam hubungan tersebut, DPD RI dan Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu tidak berada dalam relasi komando. DPD RI bukan atasan struktural
pemerintah daerah, sehingga koordinasi lebih tepat dipahami sebagai hubungan
fungsional untuk saling memberi masukan, menyelaraskan agenda, dan
mengingatkan prioritas pembangunan. Hal ini ditegaskan oleh Dr. Susyanto, M.Si,,
tokoh masyarakat Provinsi Bengkulu, yang menyatakan:

“Dalam melakukan koordinasi terkait saling mengingatkan antara Anggota
DPD RI Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
secara hierarkis tata urut kelembagaan memang tidak ditemukan garis
komando.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara DPD RI dan
pemerintah daerah tidak dapat dipahami sebagai hubungan atasan-bawahan,
melainkan sebagai kerja sama kelembagaan yang bertumpu pada komunikasi,
evaluasi, dan penyamaan agenda. Dalam konteks ini, mekanisme saling
mengingatkan berfungsi sebagai ruang evaluatif terhadap program-program
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, khususnya ketika program tersebut
berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang perlu diperjuangkan ke tingkat
nasional.

Pada tahap penjaringan aspirasi, koordinasi antara DPD RI dan pemerintah
daerah dapat dikatakan berjalan cukup baik. Anggota DPD RI menyerap aspirasi
masyarakat, mengomunikasikan hasil penjaringan tersebut kepada pemerintah
daerah, dan berupaya menyesuaikannya dengan agenda pembangunan daerah.
Pemerintah daerah menjadi sumber informasi, data, dan dukungan administratif
bagi Anggota DPD RI dalam memahami kebutuhan pembangunan masyarakat
Bengkulu. Dengan demikian, koordinasi pada tahap penjaringan aspirasi memiliki
karakter cair, fleksibel, dan tidak sepenuhnya terikat pada prosedur formal.

Mekanisme saling mengingatkan juga tampak dalam proses perjuangan
aspirasi masyarakat melalui jalur internal DPD RI. Silvia Evawani Alissa, S.E., M.Si,,
Kepala Kantor DPD RI Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa aspirasi yang dijaring
oleh Anggota DPD RI tidak berhenti pada kegiatan reses atau kunjungan kerja, tetapi
diteruskan melalui mekanisme kelembagaan DPD RI:

“Mekanisme perjuangan aspirasi masyarakat Provinsi Bengkulu, dimulai
dengan komite masing-masing, hasil aspirasi yang dijaring oleh Anggota DPD
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RI Provinsi Bengkulu disampaikan kepada Pusat Kajian Daerah (PUSKADA)
selanjutnya diteruskan oleh Komite dan dibawa kedalam forum Rapat
Paripurna.”

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat mekanisme internal
untuk membawa aspirasi masyarakat dari daerah ke forum DPD RI. Aspirasi yang
diperoleh dari masyarakat diproses melalui PUSKADA, diteruskan kepada komite
sesuai bidangnya, lalu dibawa ke forum rapat paripurna. Dengan demikian,
koordinasi tidak hanya berlangsung antara DPD RI dan pemerintah daerah, tetapi
juga antarkomponen di dalam DPD RI sendiri.

Alur aspirasi pembangunan dimulai dari Musyawarah Pembangunan Desa,
kemudian diperjuangkan dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, dan difinalkan dalam Musyawarah Pembangunan Provinsi.
Selanjutnya, aspirasi tersebut dibawa ke Jakarta untuk diperjuangkan dalam
Musyawarah Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dalam alur seperti ini, keberadaan Anggota DPD RI dalam forum Musrenbang
menjadi penting karena mereka diharapkan dapat mengetahui dan mengawal
target-target pembangunan Provinsi Bengkulu.

Namun, efektivitas mekanisme saling mengingatkan menurun ketika aspirasi
harus dikawal ke tingkat pemerintah pusat. Temuan menunjukkan bahwa sinergi
antara Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu belum berjalan maksimal dalam perjuangan aspirasi pada level pusat.
Dalam proses Rapat Koordinasi pra-Rapat Terbatas dan Rapat Terbatas Presiden
terkait akselerasi pembangunan Bengkulu, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
terkesan berjalan sendiri karena tidak menyampaikan informasi dan tidak
melibatkan Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu secara memadai.

Kelemahan tersebut berkaitan erat dengan belum adanya prosedur baku
yang mengatur koordinasi antara DPD RI dan pemerintah daerah. Drs. Jarto Tarigan,
M.Si.,, sebagaimana dikutip dalam tesis, menegaskan:

“Permasalahannya belum ada SOP yang mengatur mengenai pelaksanaan
koordinasi tersebut. Namun demikian sebaiknya koordinasi tersebut diatur
secara jelas dan tegas.”
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Pernyataan tersebut menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa
koordinasi memang telah berlangsung, tetapi belum sepenuhnya terlembagakan.
Tanpa SOP, koordinasi cenderung bergantung pada inisiatif personal, relasi
informal, dan situasi tertentu. Dengan demikian, pada aspek saling mengingatkan,
koordinasi antara DPD RI dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dapat
dikatakan berjalan, tetapi belum maksimal dalam pengawalan aspirasi ke tingkat

pusat.

Supervisi langsung dalam pengawalan aspirasi pembangunan

Supervisi langsung dalam penelitian ini dipahami sebagai mekanisme
pengawasan atau kontrol terhadap proses pencapaian tujuan. Dalam hubungan
antara Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu, supervisi langsung dilakukan melalui komunikasi, pemantauan, evaluasi,
serta keterlibatan dalam forum perencanaan pembangunan. Anggota DPD RI
membangun komunikasi dengan pemerintah daerah pada saat kunjungan Kkerja,
reses, dan Musrenbang tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Keikutsertaan Anggota DPD RI dalam forum Musrenbang menjadi penting
karena forum tersebut memperlihatkan kebutuhan dan kendala pembangunan
daerah secara bertingkat. Melalui forum ini, Anggota DPD RI dapat memahami
aspirasi yang telah masuk dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Forum tersebut juga memberi ruang bagi Anggota DPD RI untuk mengevaluasi
apakah aspirasi masyarakat telah diakomodasi dalam prioritas pembangunan yang
disusun pemerintah daerah.

Supervisi langsung juga tampak dalam upaya Anggota DPD RI melakukan
penyelarasan dan pengawasan terhadap aspirasi masyarakat hingga ke tingkat
kecamatan, kelurahan, atau desa. Dra. Hj. Eni Khairani, M.Si.,, Anggota DPD RI
Provinsi Bengkulu, menyatakan:

“Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu seringkali mengkonfirmasi aspirasi
masyarakat dengan menanyakan langsung ke kecamatan, atau ke kelurahan,
atau desa mengenai kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa supervisi langsung tidak hanya
dilakukan melalui forum formal, tetapi juga melalui konfirmasi terhadap sumber

aspirasi di tingkat lokal. Dalam konteks ini, Anggota DPD RI berupaya memastikan
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bahwa aspirasi yang dibawa ke tingkat daerah maupun pusat memiliki dasar
kebutuhan yang nyata. Konfirmasi langsung menjadi bagian dari validasi agar
aspirasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai usulan administratif, tetapi
sebagai kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dukungan pemerintah daerah juga terlihat dalam pelaksanaan kegiatan DPD
RI di daerah. Ir. H. Sudoto, M.Pd., Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, menjelaskan:

“Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu membantu mempersiapkan
kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Keterlibatan Pemerintah Daerah
terlihat dengan menggerakkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh
pemuda dan komunitas.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya
menjadi objek koordinasi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator kegiatan DPD RI
di daerah. Pemerintah daerah membantu menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh
pemuda, dan komunitas agar kegiatan penjaringan aspirasi dapat menjangkau
pihak-pihak yang relevan. Dengan demikian, supervisi langsung dalam pengawalan
aspirasi tidak hanya dilakukan oleh DPD RI, tetapi juga membutuhkan dukungan
administratif dan sosial dari pemerintah daerah.

Selain pada tahap penjaringan aspirasi, supervisi langsung juga tampak
dalam peran politik DPD RI di tingkat nasional. Ir. H. Sudoto, M.Pd. menilai bahwa
DPD RI memiliki kekuatan politik yang dapat digunakan untuk memperjuangkan
aspirasi masyarakat Bengkulu:

“Daya dobrak DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sangat
efektif mengingat DPD RI mempunyai kekuatan politik.”

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif pemerintah
daerah, DPD RI dipandang memiliki kapasitas politik untuk membantu
memperjuangkan aspirasi daerah. Namun, daya politik tersebut belum otomatis
membuat koordinasi menjadi efektif secara kelembagaan. Kekuatan politik DPD RI
tetap membutuhkan mekanisme kerja yang teratur, dokumen pendukung yang jelas,
dan koordinasi yang konsisten dengan pemerintah daerah.

Dengan demikian, supervisi langsung telah dilakukan melalui keterlibatan
DPD RI dalam forum perencanaan pembangunan, konfirmasi aspirasi ke tingkat
lokal, fasilitasi kegiatan oleh pemerintah daerah, dan komunikasi politik dengan

kementerian atau lembaga terkait. Namun, supervisi langsung belum sepenuhnya
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efektif karena belum memiliki dasar regulatif dan SOP yang jelas. Akibatnya,
pelaksanaan supervisi masih sangat bergantung pada inisiatif Anggota DPD R],

dukungan pemerintah daerah, dan kualitas hubungan komunikasi antaraktor.

Lemahnya standardisasi prosedur, hasil, dan keterampilan

Aspek standardisasi menjadi temuan paling penting dalam penelitian ini.
Standardisasi mencakup standardisasi prosedur, hasil, dan keterampilan. Dalam
konteks koordinasi, standardisasi diperlukan agar proses kerja tidak hanya
bergantung pada kebiasaan, pengalaman, atau hubungan personal. Standardisasi
memungkinkan koordinasi berjalan konsisten, terdokumentasi, dapat dievaluasi,
dan dapat direplikasi dalam berbagai situasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat SOP yang mengatur
secara khusus pola koordinasi antara Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu dan
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Ketiadaan SOP membuat pola koordinasi
menjadi fleksibel, tetapi tidak selalu konsisten. Fleksibilitas memang
memungkinkan komunikasi berlangsung cair, tetapi tanpa standardisasi, koordinasi
sulit diukur efektivitasnya.

Temuan ini ditegaskan oleh Dra. Hj. Eni Khairani, M.Si.,, Anggota DPD RI
Provinsi Bengkulu, yang menyatakan:

“Dalam konteks standarisasi hasil, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
mungkin sudah memiliki SOP sehingga tinggal menjalankan saja. Namun
demikian, SOP tidak terdapat dalam lembaga DPD RL.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan standardisasi
antara pemerintah daerah dan DPD RI. Pemerintah daerah sebagai organisasi
birokrasi kemungkinan memiliki prosedur administratif dalam menjalankan
program dan kegiatan. Sebaliknya, DPD RI belum memiliki SOP yang secara khusus
mengatur pola koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan
aspirasi masyarakat. Akibatnya, koordinasi lebih banyak bergantung pada kapasitas
personal anggota DPD RI.

Standardisasi hasil juga belum sepenuhnya menjadi mekanisme bersama.
Pada satu sisi, Anggota DPD RI memiliki format atau panduan dalam menyusun hasil

penyerapan aspirasi. Pada sisi lain, pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan
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untuk mengawal sejauh mana aspirasi masyarakat telah ditindaklanjuti. Dr.
Susyanto, M.Si., tokoh masyarakat Provinsi Bengkulu, menjelaskan:

“Kalau dalam perspektif anggota DPD RI, maka standarisasi hasilnya berupa
panduan pokok dari format penyerapan aspirasi...”

Namun, ia juga menegaskan bahwa dari sudut pandang pemerintah daerah,
standar seperti itu belum tersedia secara memadai:

“Namun demikian, dilihat dari sudut pandang perspektif Pemerintah Daerah,
mereka tidak memilikinya.”

Dua kutipan tersebut menunjukkan bahwa standardisasi hasil belum
menjadi sistem koordinasi bersama antara DPD Rl dan Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu. Bagi DPD RI, standardisasi lebih tampak dalam format laporan
penyerapan aspirasi. Sementara bagi pemerintah daerah, masih terdapat kesulitan
untuk memastikan bagaimana aspirasi masyarakat dikawal, dilaporkan, dan
ditindaklanjuti hingga tahap kebijakan nasional.

Dalam konteks pengawalan aspirasi, standardisasi hasil seharusnya tidak
hanya dimaknai sebagai tersusunnya laporan, tetapi juga sebagai proses yang dapat
diketahui masyarakat. Dra. Hj. Eni Khairani, M.Si. menekankan:

“Standarisasi hasil merupakan sebuah proses yang harus dilakukan, dan
proses tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat di daerah...”

Kutipan ini penting karena menunjukkan bahwa hasil koordinasi tidak cukup
hanya menjadi dokumen internal lembaga. Masyarakat perlu mengetahui bahwa
aspirasi mereka telah didengar, diperjuangkan, dan dikawal melalui forum-forum
yang tersedia. Dengan demikian, standardisasi hasil berkaitan dengan akuntabilitas
representasi, bukan sekadar kelengkapan administratif.

Pada aspek standardisasi keterampilan, penelitian menunjukkan bahwa
keberhasilan koordinasi tidak hanya ditentukan oleh Anggota DPD RI atau pejabat
pemerintah daerah, tetapi juga oleh staf ahli, staf administrasi, asisten, dan
pendamping kelembagaan. Mereka berperan dalam menyiapkan data, menyusun
dokumen, mendukung komunikasi, dan membantu proses pengawalan aspirasi.
Karena itu, keterampilan komunikasi, lobi, negosiasi, dan pemahaman terhadap
prosedur kelembagaan menjadi unsur penting dalam koordinasi.

Ketiadaan SOP membuat keterampilan personal menjadi sangat

menentukan. Dalam dokumen tesis, praktik koordinasi disebut sangat bergantung
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pada kemampuan komunikasi, negosiasi, dan lobi personal anggota DPD RI. Hal ini
menunjukkan bahwa koordinasi belum sepenuhnya bekerja sebagai sistem
kelembagaan, tetapi masih bertumpu pada kapasitas individu dan dukungan teknis
yang menyertainya.

Dengan demikian, kelemahan utama koordinasi bukan pada ketiadaan
komunikasi, melainkan pada belum kuatnya standardisasi prosedur, hasil, dan
keterampilan. Koordinasi telah dilakukan, tetapi belum cukup dilembagakan. Tanpa
SOP, koordinasi cenderung personal, situasional, dan sulit dievaluasi secara
konsisten. Kondisi ini membuat perjuangan aspirasi masyarakat Bengkulu belum
sepenuhnya efektif, terutama ketika aspirasi harus dikawal dalam proses kebijakan

nasional.

2. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Anggota DPD RI
Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu berada dalam posisi
ambivalen. Di satu sisi, koordinasi telah berlangsung melalui komunikasi formal dan
informal, terutama dalam penjaringan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, koordinasi
tersebut belum efektif karena belum ditopang oleh perangkat kelembagaan yang
kuat, terutama dalam bentuk SOP, pembagian peran yang jelas, standar hasil, dan
mekanisme tindak lanjut yang terukur. Ambivalensi ini penting dibaca dalam
kerangka hubungan antara representasi daerah, administrasi pemerintahan, dan
pengalaman lokal masyarakat terhadap pembangunan.

Secara teoritis, koordinasi antarlembaga tidak cukup dipahami sebagai
komunikasi rutin, tetapi sebagai proses penyelarasan tujuan, kegiatan, dan
informasi antarpihak. Dalam kerangka yang digunakan penelitian ini, koordinasi
dipahami sebagai kegiatan pihak-pihak yang sederajat untuk saling memberi
informasi dan menyepakati hal tertentu (Ndraha, 2003), serta sebagai proses
pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah untuk
mencapai tujuan organisasi secara efisien (Handoko, 1995). Perspektif ini sejalan
dengan Emerson et al. (2012) yang menjelaskan bahwa collaborative governance
merupakan kerangka untuk memahami kerja sama lintas batas organisasi, baik

dalam bentuk kerja sama antarpemerintah, kolaborasi berbasis wilayah, maupun
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kemitraan dengan pemangku kepentingan nonnegara. Dalam konteks penelitian ini,
koordinasi DPD RI dan pemerintah daerah dapat dibaca sebagai bentuk kerja lintas
kelembagaan karena DPD RI memiliki mandat representasi daerah, sedangkan
pemerintah daerah memiliki data, dokumen perencanaan, dan otoritas
administratif atas pembangunan daerah. Dengan demikian, tujuan bersama berupa
pengawalan aspirasi masyarakat Bengkulu tidak otomatis menghasilkan tindakan
bersama apabila tidak didukung desain kelembagaan yang jelas.

Mekanisme saling mengingatkan yang ditemukan dalam penelitian
memperlihatkan bahwa hubungan DPD RI dan pemerintah daerah memiliki basis
komunikasi yang cukup baik. Pertemuan formal, komunikasi informal, surat-
menyurat, dan keterlibatan dalam Musrenbang menunjukkan bahwa kedua
lembaga tidak bekerja dalam isolasi. Namun, pola saling mengingatkan tersebut
belum menjadi mekanisme institusional yang kuat. Ansell dan Gash (2008)
menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh forum
pertemuan, tetapi juga oleh desain kelembagaan, kepemimpinan, dialog tatap muka,
pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Jika unsur-unsur
tersebut tidak dilembagakan, koordinasi mudah berhenti sebagai komunikasi
personal, bukan menjadi kolaborasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif efektivitas, komunikasi yang sudah berlangsung belum
cukup untuk menyatakan bahwa koordinasi telah efektif sepenuhnya. Mardiasmo
(2002) menekankan bahwa efektivitas berkaitan dengan berhasil atau tidaknya
organisasi mencapai tujuan, sedangkan dalam konteks implementasi kebijakan,
efektivitas berkaitan dengan kemampuan program atau tindakan kelembagaan
mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Sumaryadi, 2005). Jika tujuan koordinasi
adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat agar berkontribusi pada peningkatan
pembangunan daerah, maka efektivitas harus dilihat dari kemampuan koordinasi
mengawal aspirasi hingga proses kebijakan nasional. Dengan demikian, koordinasi
DPD RI dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dapat dikatakan berjalan pada
tahap penjaringan, tetapi belum maksimal pada tahap pengawalan, advokasi, dan
tindak lanjut kebijakan.

Kelemahan koordinasi pada tahap pengawalan ke pemerintah pusat

menunjukkan adanya jarak antara fungsi representasi dan proses kebijakan. DPD RI
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berperan sebagai representasi daerah, sedangkan pemerintah daerah memiliki
perangkat administratif dan kewenangan perencanaan pembangunan dalam
kerangka otonomi daerah. Dalam konteks negara kesatuan, otonomi daerah
memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, tetapi tetap berada dalam hubungan
kewenangan dengan pemerintah pusat (Syaukani et al., 2012; Widjaja, 2014).
Karena itu, koordinasi dengan DPD RI menjadi penting agar kebutuhan daerah tidak
hanya diproses secara administratif di daerah, tetapi juga memperoleh dukungan
representasi di tingkat nasional. Keduanya seharusnya saling melengkapi.
Pemerintah daerah menyediakan data, dokumen perencanaan, dan legitimasi
administratif. DPD RI membawa aspirasi tersebut ke forum nasional dan
memperjuangkannya melalui kewenangan legislasi, pertimbangan, dan
pengawasan. Namun, ketika keduanya berjalan sendiri-sendiri, aspirasi daerah
kehilangan daya dorong kelembagaan.

Persoalan tersebut sejalan dengan kajian tentang desentralisasi Indonesia.
Mahi (2010) menunjukkan bahwa meningkatnya tanggung jawab pelayanan publik
kepada pemerintah daerah tidak otomatis memberi kontribusi signifikan pada
peningkatan kesejahteraan lokal, antara lain karena prioritas anggaran daerah
belum selalu selaras dengan prioritas publik dan masih terdapat kemungkinan
lemahnya sinergi kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks
Bengkulu, persoalan yang sama tampak ketika aspirasi pembangunan daerah tidak
cukup kuat dikawal melalui koordinasi DPD RI dan pemerintah daerah. Artinya,
desentralisasi dan representasi daerah membutuhkan mekanisme penghubung
yang mampu menyinergikan aspirasi lokal dengan arena kebijakan nasional.

Relasi antara aspirasi daerah dan agenda nasional juga tidak dapat
dilepaskan dari karakter hubungan pusat-daerah dalam perencanaan
pembangunan. Fatimah et al. (2024) menunjukkan bahwa perencanaan dan
penganggaran di Indonesia menjadi arena penting dalam hubungan pusat dan
daerah karena pemerintah pusat menggunakan instrumen perencanaan dan
penganggaran untuk mengarahkan, mengontrol, mengevaluasi, dan menyinkronkan
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Temuan ini relevan untuk membaca

kasus Bengkulu: aspirasi daerah yang muncul melalui Musrenbang tidak cukup
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hanya kuat di tingkat lokal, tetapi harus dapat diterjemahkan ke dalam bahasa
perencanaan dan prioritas nasional. Tanpa koordinasi yang sistematis antara DPD
RI dan pemerintah daerah, aspirasi lokal akan sulit memperoleh posisi tawar dalam
mekanisme pusat.

Keterbatasan tersebut semakin penting karena DPD RI sendiri berada dalam
posisi kelembagaan yang tidak sepenuhnya kuat. Tukan dan ALW (2018)
menjelaskan bahwa DPD RI merupakan representasi daerah dalam sistem
bikameral Indonesia, tetapi fungsi, kewenangan, dan tugasnya masih menimbulkan
pertanyaan terkait sejauh mana lembaga ini benar-benar dapat mewakili
kepentingan daerah. Faiz et al. (2023) juga menunjukkan bahwa DPD RI sejak awal
sering dikritik karena kedudukan dan perannya dalam pembentukan undang-
undang tidak setara dengan DPR RI. Karena itu, dalam konteks pengawalan aspirasi
pembangunan Bengkulu, keterbatasan kewenangan DPD RI seharusnya
dikompensasi dengan koordinasi yang lebih kuat bersama pemerintah daerah.
Tanpa koordinasi tersebut, mandat representasi daerah sulit diterjemahkan
menjadi pengaruh kebijakan yang konkret.

Dari sudut pandang sosial-antropologis, aspirasi pembangunan Bengkulu
bukan hanya daftar program infrastruktur. Dalam kerangka pembangunan daerabh,
pembangunan dipahami sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek ekonomi,
sosial, infrastruktur, kelembagaan, dan budaya (Riyadi & Bratakusumah, 2005).
Karena itu, aspirasi mengenai Bandara Fatmawati, Pelabuhan Pulau Baai, pelebaran
jalan, dan jalur kereta api Muara Enim-Pulau Baai mencerminkan pengalaman lokal
masyarakat terhadap keterhubungan wilayah, mobilitas ekonomi, dan posisi
Bengkulu dalam konfigurasi pembangunan nasional. Larkin (2013) menjelaskan
bahwa infrastruktur bukan sekadar jaringan fisik, tetapi juga bentuk material yang
memungkinkan pertukaran barang, manusia, ide, kekuasaan, dan sumber daya
melintasi ruang. Dengan demikian, infrastruktur dapat dibaca sebagai medan sosial-
politik tempat masyarakat membayangkan akses, mobilitas, konektivitas, dan
pengakuan negara. Dalam kasus Bengkulu, aspirasi infrastruktur
merepresentasikan harapan masyarakat agar daerah tidak berada di pinggiran

agenda pembangunan nasional.
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Kasus tidak terakomodasinya sebagian aspirasi pembangunan Bengkulu
dalam proyek strategis nasional memperlihatkan pentingnya koordinasi yang lebih
terstruktur. Aspirasi seperti pembangunan Pelabuhan Pulau Baai dan pelebaran
jalan tidak cukup hanya muncul dalam Musrenbang atau komunikasi daerah.
Aspirasi tersebut memerlukan pengawalan lintas level, mulai dari penguatan
argumentasi kebutuhan, penyediaan dokumen teknis, komunikasi dengan
kementerian/lembaga, hingga pengawasan proses kebijakan nasional. Dalam
konteks ini, DPD RI dapat memainkan peran penting sebagai jembatan politik
daerah, tetapi peran itu menjadi terbatas jika tidak didukung oleh koordinasi
sistematis dengan pemerintah daerah.

Supervisi langsung yang dilakukan Anggota DPD RI menunjukkan adanya
upaya untuk memperkuat validasi aspirasi. Konfirmasi ke kecamatan, kelurahan,
atau desa merupakan praktik penting karena dapat mencegah aspirasi bersifat elitis
atau hanya bersumber dari dokumen formal. Pengawasan langsung terhadap proses
Musrenbang juga memungkinkan Anggota DPD RI memahami hubungan antara
aspirasi masyarakat dan agenda perencanaan daerah. Namun, supervisi langsung
tanpa regulasi hanya menghasilkan praktik yang baik secara individual, bukan
sistem yang kuat secara kelembagaan.

Keterbatasan supervisi langsung juga berkaitan dengan masalah partisipasi
dalam perencanaan pembangunan. Dalam rujukan yang digunakan penelitian ini,
fungsi pengawasan DPD RI dalam Musrenbang dipahami sebagai bagian dari upaya
mengawal aspirasi daerah agar tidak berhenti pada forum perencanaan, tetapi
dapat diperjuangkan dalam agenda kebijakan yang lebih luas (Hardjo Soekarto &
Sudarsono, 2014). Akbar et al. (2020) menunjukkan bahwa Musrenbang sebagai
praktik partisipasi publik di Indonesia perlu dievaluasi bukan hanya dari
keberadaan forum, tetapi juga dari kualitas proses partisipatifnya. Annahar et al.
(2023) juga menegaskan bahwa tata kelola desa yang inklusif dalam sistem
desentralisasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa
kelompok dan kebutuhan lokal benar-benar masuk dalam proses pengambilan
keputusan. Dua kajian ini membantu menjelaskan mengapa aspirasi yang muncul

dari bawah tidak otomatis terkawal sampai tingkat nasional. Forum partisipatif
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membutuhkan mekanisme tindak lanjut, aktor penghubung, dan sistem koordinasi
yang memastikan aspirasi tidak terputus setelah musyawarah selesai.

Ketiadaan regulasi tentang supervisi langsung memperlihatkan kelemahan
desain hubungan DPD RI dan pemerintah daerah. UUD 1945 dan undang-undang
terkait memang mengatur posisi dan fungsi DPD RI, tetapi tidak secara rinci
mengatur mekanisme koordinasi DPD RI dengan pemerintah daerah. Akibatnya,
hubungan tersebut berada dalam ruang abu-abu: diperlukan secara politik, tetapi
belum cukup diatur secara administratif. Kondisi ini membuat koordinasi
bergantung pada tafsir masing-masing lembaga. Pemerintah daerah dapat
memandang DPD RI sebagai mitra strategis, tetapi tidak selalu merasa wajib
melibatkan DPD RI dalam setiap pengawalan aspirasi ke pusat.

Pembahasan paling penting terletak pada aspek standardisasi. Dalam
kerangka penelitian ini, mekanisme koordinasi dibaca melalui tiga unsur utama,
yaitu saling mengingatkan, supervisi langsung, dan standardisasi prosedur, hasil,
serta keterampilan. Kerangka tersebut sejalan dengan pandangan Mintzberg (1989)
bahwa koordinasi organisasi dapat berlangsung melalui penyesuaian bersama,
pengawasan langsung, serta standardisasi proses kerja, hasil, dan keterampilan.
Karena itu, temuan bahwa tidak ada SOP koordinasi menunjukkan bahwa persoalan
utama bukan pada kemauan berkoordinasi, melainkan pada absennya desain
kelembagaan. Dalam kajian jaringan organisasi publik, Provan dan Kenis (2008)
menunjukkan bahwa efektivitas jaringan antarlembaga sangat dipengaruhi oleh
struktur tata kelola, mekanisme manajemen, dan kejelasan peran para aktor yang
terlibat. Dengan kata lain, kerja sama antarlembaga tidak cukup hanya bertumpu
pada niat baik atau komunikasi informal. [a memerlukan bentuk tata kelola yang
menjelaskan siapa melakukan apa, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana
informasi dibagikan, dan bagaimana hasil dievaluasi.

Tanpa SOP, koordinasi memang lebih fleksibel, tetapi fleksibilitas itu
memiliki biaya kelembagaan. Pertama, tidak ada standar minimal mengenai apa
yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah kunjungan kerja. Kedua, tidak
ada standar dokumen yang memastikan aspirasi masyarakat siap dibawa ke forum
nasional. Ketiga, tidak ada standar pelaporan yang memungkinkan masyarakat

mengetahui apakah aspirasi mereka telah dikawal. Keempat, tidak ada standar
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evaluasi untuk menilai apakah koordinasi berhasil atau gagal. Dalam konteks
Bengkulu, hal ini menjelaskan mengapa koordinasi dapat terlihat berjalan pada
tahap komunikasi, tetapi melemah ketika memasuki tahap pengawalan yang
membutuhkan dokumen, legitimasi, dan tindak lanjut kelembagaan.

Standardisasi hasil juga penting karena aspirasi pembangunan tidak cukup
dicatat sebagai daftar usulan. Aspirasi perlu diterjemahkan menjadi dokumen yang
dapat dibaca oleh sistem kebijakan: argumentasi kebutuhan, urgensi pembangunan,
keterkaitan dengan prioritas daerah, dukungan data, dan strategi pengawalan.
Dalam temuan penelitian, Anggota DPD RI telah memiliki mekanisme perjuangan
aspirasi melalui PUSKADA dan komite sesuai bidang permasalahan. Namun, tanpa
standar hasil yang menjadi rujukan bersama antara DPD RI dan pemerintah daerah,
mekanisme tersebut tidak selalu menghasilkan pola tindak lanjut yang sama.

Aspek keterampilan memperlihatkan bahwa koordinasi bukan hanya urusan
pejabat utama. Staf ahli, staf administrasi, pendamping Anggota DPD RI, dan
perangkat pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyusun data,
menyiapkan dokumen, menjaga komunikasi, dan memastikan tindak lanjut. Dalam
banyak kasus, kualitas koordinasi sangat dipengaruhi oleh kualitas dukungan
teknis. Jika staf pendamping tidak memiliki keterampilan komunikasi, dokumentasi,
dan pemahaman kelembagaan yang memadai, proses koordinasi mudah mengalami
salah informasi atau terputus setelah kegiatan formal selesai.

Dengan demikian, efektivitas koordinasi harus dipahami sebagai hasil dari
tiga lapis relasi. Lapis pertama adalah relasi komunikasi, yaitu kemampuan DPD RI
dan pemerintah daerah untuk saling bertukar informasi. Lapis kedua adalah relasi
kelembagaan, yaitu adanya aturan, prosedur, dan pembagian peran yang jelas. Lapis
ketiga adalah relasi teknis, yaitu kemampuan staf dan perangkat pendukung untuk
mengolah aspirasi menjadi dokumen kebijakan yang dapat diperjuangkan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa lapis pertama sudah berjalan, tetapi lapis kedua
dan ketiga belum cukup kuat.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa penguatan DPD RI tidak cukup
hanya dibahas dalam kerangka kewenangan konstitusional. Penguatan perlu dilihat
dari sisi hubungan kerja dengan pemerintah daerah. Selama DPD RI berperan

sebagai representasi daerah, maka efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas
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koordinasi dengan aktor daerah. Pemerintah daerah memiliki informasi, data, dan
legitimasi administratif, sedangkan DPD RI memiliki akses representasi dalam
forum nasional. Keduanya membutuhkan mekanisme kerja bersama agar aspirasi
daerah memiliki daya tawar yang lebih kuat.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penyusunan aturan atau
SOP koordinasi antara Anggota DPD RI dan pemerintah daerah. SOP tersebut tidak
harus menghilangkan fleksibilitas komunikasi informal, tetapi perlu memberi
kerangka minimal agar koordinasi berlangsung konsisten. SOP dapat mengatur
tahapan penjaringan aspirasi, format penyampaian aspirasi, pembagian peran, jenis
data dukung yang harus disiapkan, mekanisme pelaporan, jadwal evaluasi, dan alur
komunikasi dengan kementerian/lembaga. Tanpa pengaturan tersebut, koordinasi
akan terus berjalan secara sporadis, sementara aspirasi masyarakat tidak selalu
terkawal hingga tahap realisasi.

Secara akademik, artikel ini memperkuat argumen bahwa efektivitas
koordinasi antarlembaga tidak hanya ditentukan oleh intensitas komunikasi, tetapi
oleh pelembagaan proses. Dalam kasus Bengkulu, koordinasi telah ada, tetapi belum
efektif secara penuh karena tidak didukung standardisasi prosedur, hasil, dan
keterampilan. Artikel ini juga menunjukkan bahwa representasi daerah dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia membutuhkan dukungan administratif dan teknis
yang jelas agar dapat bekerja lebih substantif dalam pembangunan daerah. Dengan
membaca aspirasi daerah sebagai suara lokal, artikel ini memberi penekanan bahwa
kegagalan koordinasi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga dapat melemahkan

proses penerjemahan pengalaman masyarakat daerah ke dalam kebijakan nasional.

D. Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa koordinasi antara Anggota DPD RI Provinsi
Bengkulu dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam memperjuangkan
aspirasi masyarakat telah berlangsung, tetapi belum sepenuhnya efektif. Pada tahap
penjaringan aspirasi, koordinasi berjalan melalui mekanisme saling mengingatkan,
baik melalui jalur formal seperti surat-menyurat, kunjungan kerja, reses, dan
Musrenbang, maupun melalui komunikasi informal antarlembaga. Pola ini

menunjukkan bahwa DPD RI dan pemerintah daerah telah memiliki ruang
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komunikasi untuk menyerap dan menyelaraskan aspirasi pembangunan
masyarakat Bengkulu.

Namun, koordinasi tersebut melemah ketika aspirasi harus dikawal ke
tingkat pemerintah pusat. Temuan menunjukkan bahwa perjuangan aspirasi daerah
belum selalu dilakukan secara terkonsolidasi antara DPD Rl dan Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu. Ketiadaan SOP atau prosedur baku membuat koordinasi lebih
banyak bergantung pada inisiatif personal, relasi informal, kemampuan lobi, serta
dukungan teknis masing-masing aktor. Akibatnya, koordinasi yang berjalan pada
tahap komunikasi belum sepenuhnya berubah menjadi mekanisme kelembagaan
yang konsisten, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi.

Supervisi langsung juga telah dilakukan melalui keterlibatan Anggota DPD RI
dalam forum perencanaan pembangunan, konfirmasi aspirasi di tingkat lokal, dan
komunikasi dengan pemerintah daerah. Akan tetapi, supervisi tersebut belum
memiliki dasar regulatif yang kuat. Kelemahan paling mendasar terletak pada belum
kuatnya standardisasi prosedur, hasil, dan keterampilan. Padahal, aspirasi
pembangunan seperti bandara, pelabuhan, jalan, dan jalur kereta api tidak hanya
mencerminkan kebutuhan infrastruktur, tetapi juga pengalaman lokal masyarakat
Bengkulu atas akses, konektivitas, dan pengakuan dalam pembangunan nasional.

Dengan demikian, efektivitas koordinasi DPD RI dan pemerintah daerah
memerlukan pelembagaan yang lebih kuat melalui aturan atau SOP koordinasi. SOP
tersebut perlu mengatur tahapan penjaringan, pembagian peran, penyediaan data
dukung, format pelaporan, mekanisme pengawalan, dan evaluasi tindak lanjut.
Tanpa pelembagaan tersebut, aspirasi masyarakat berisiko terserap dalam forum
perencanaan, tetapi tidak terkawal secara sistematis hingga arena kebijakan

nasional.
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